PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKLULLU
DAMN
KEPOLISIAN DAERAH BENGKLULU

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGS| DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 2/PR.08-PKS/MTI2023

NOMOR : 01//HUK 8.1.1./2023/Polda Bengkulu

Pada har im Jum'at, tanggal Tujuh Belas, bulan Fekruan, tahun Dua Ribu Dua Puluh

Tiga, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini

1.  |IRWAN SAPUTRA, 3.Ag., MM, Ketua Komisi Pemilihan Urmum  Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pamilihan Umum
Frovinsi Bengkulu, berkedudukan i Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan
Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kode pos 38221, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATL,

2 INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. ARMED WIJAYA, M.H, Kepala Kepaolisian
Daaran Bengkulu dalam hal ini berfindak untulk dan atas nama Kepolisian Dasrah
Bengkulu, berkedudukan di Jalan Adam Malik KM. 9, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, kode pos 38229 untuk selanjutnya
disebul PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendin disebut PIHAK
dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di
Frovinsi dan bertugas melaksanakan Femilihan Umum dan Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubamur di Provinsi Bengkuly;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara
keamanan dan keteriban masyarakat. menegakan hukum, seria memberikan



perindungan, gpeangayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
ferpelinaranya keamanan di Frovins: Benghkulu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 15967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomaor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 31 Tahun 1999 tentang
Femberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-LIndang
Momor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 15598 Nomar 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 387

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 lentang Kepolisian
Megara Republik Indonesia (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002
MNomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Undang-Undang Momer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S601);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 20715 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pangganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur
Bupat dan Woalikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 9656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Momor & Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantl Lndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keliga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2014 fentang Pemilihan Gubemur,
Bupat dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomer 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Momer 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomar 6832
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kera Sama Kepolisian Megara Republik
Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 158,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4210);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomar 16 Tahun 20158 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2018
NMomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Momor 12 Tahun 2021 fentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Momor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Momor 12 Tabun 2014
tentang Panduan Penyusunan Kera Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor §71);

Peraturan Kemisi Pemilihan Umum Nomer 8 Tahun 201% tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilinan Umum Pravins: dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kata [Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320 sebagaimana telah heberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomaor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Feraturan Komisi Pemilinan Umum Momor & Tahun Z01% tentang Tata Kena
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilinan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
=LTAR

Peraturan Kamisi Pemilihan Umum Nomer 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Furgsi,
susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komizi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1238),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum MNomeor 3 Tabun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Benta Megara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepclisian Megara
Republk Indonesia Nomor S0/PR 07-NK/01/2022 dan Nomor MNE/SOKIIZ022
tentang Sinergitaz Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Urnum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja
sama melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Sererfak Tahun 2024 di

Frovinsi Bengkulu yang tahapan penyelenggaraannya dimulai pada Tahun 2022
dengan menyatakan beberapa hal sebagai herikut;

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Calam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.

FPemilinan Umum yang selanjuinya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilib anggata
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia. juur, dan adil dalam MNegara Kesatuan Republik [ndenesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonessia
Tahun 1545,

Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan
KabupatenfKola untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung
dan Demokratis.

Data adalah swurat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun
nonelektranik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.

Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilal dan
penjelasan yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajkan secara
elektronik maupun nonelaktronil.

Pengamanan adalah semua usaha, pekerjzan. kegiatan gdan tindakan yang
dilakukan secara terencana dan teraran untuk mencegah hal-hal yang dapat
menggangau kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umuom
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Provinsi Bangkulu.
Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya
norma-norma  hukum secara nyata sebaga pedoman dalam kehidupan serta
merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam

rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak
Tahun 2024,



(1)

i
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2
Maksud darn Perjanjian Kera Sama in sebagai pedoman bagi PARA PIHAK cuna
mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu
Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Sarentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

BAEB Il
RUAMNG LINGKLUP
Pa=al 3

Fuang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, mealiputi -

&
b
c
d
]
L

(1l

pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau infoermasi:

bantuan pengamanan dan pengawalan,

penegakan hukum;

pelaksanaan peraturan teknis,

peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;dan
pemanfaatan sarana dan prasarana

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 4

FPARA PIHAK saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penvelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilinan Serentak Tahun 2024 di Provins benglkulu.
Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaiman dimaksud pada
ayal (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik. meliputi:
8. data danfatau informasi berkaitan dengan:

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

2. pendaftaran dan vernfikasi pesera pemilu;

3. penetapan peserta pemilu;



(1)

(2

(4]

(5]

4 penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih,
pencalonan Presiden seria anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
KabfKota;
6. masa kampanye pemilu;
7. masatenang; dan
& penetapan hasil pemilu
b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesspakatan
PARA PIHAK guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan
Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Prowvinsi Bengkulu yang aman dan
kandusif.

PARA PIHAK wajb bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan,
kelengkapan, validitas data danfatau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya
tanpa persetujuan PARA PIHAK

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Paszal 5
PIHAK KESATU dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA
dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk
pengawalan logistik pemilu terhadap setiap ancaman dan gangguan pada
rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
di Provinsi Bengkulu.
Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi inteljen keamanan PIHAK
KEDUA dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan,
Pengamanan terhadap kegiatan pada setap tabapan mulal dan perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan Umum dan
Pemilinan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu yang meliputi:
a8 kegatan;
b, orang;
¢ logistk pemile {(dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya);
dan
d. =arana dan prasarana.
Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan
pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
FPermintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara terfulis dan dalam
keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuli secara tertulis



(1)

(2)

(3)

yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapclda Bengkulu melalui
Karoops Polda Bengkulu,

Bagian Ketiga
Fenegakan Hukum
Pasal &
PIHAK KESATU melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan
umum vyang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pamilihan
Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu kepada PIHAK KEDUA sesual dengan
peraturan perundang-undangan
Penanganan dugaan tindak pidana di |luar tindak pidana pemilihan umum
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan
penyidikan oleh PIHAK KEDUA sesua dengan peraturan perundang-undangan.
PIHAK KESATU mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan
dan penyidikan yang dilakukan PIHAK KEDUA,

Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinas: dan kena sama dslam rangka perumusan

dan penyusunan peraturan teknis serta pembenan pendapat hukum terkat dengan
penyelenggaraan Pemilihan Umurm dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provins
Bengkulu, yang dilaksanakan dan melibatkan fungs: hukum PARA PIHAK

(N

(2]

(3)

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk
mendukung sinergitas pelaksanaan fugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu
Peningkatan hapaailas' sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat
{1} dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan
teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, focus group discussion,
dan kegiatan lain yang disepakati



Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9

{1} PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangks
sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilinan Umum
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Pravinsi Bengkulu, yang dibarikan dalam
bentuk penugasan khusus (Liaison Officed L0, pembenan/penyiapan narasumber.
tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan
sesUgdl dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Avat (1)
dilakukan dengan permohanan secara tertulis dan ditandatangani cleh pejabat

yang berwenang.

Bagian Keznam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pagal 10
PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka
sinergilas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Serentalkk Tahun 2024 di Provins Bengkulu dengan mengajukan permintaan
secar terfulis.

Bagian Ketujuh
Bidang Lain yang Disepakati
Pasal 11
PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakat yang fidak tercanium
dalam ruang lingkup Perjanjian Kerga 3ama ini sapanjang syarat dan ketentuannya tidak
bertentangan dengan tugas dan fungs masing-masing serta sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.

BAB V
SOSIALISAS]
Pasal 12
(1) Penanjan Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-
sama dan'atau sendin-sendir guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan
baik.
(2) Sasaran zosialisasi yang dimaksud pada ayat {1} meliputi
a,  Pegawai pada PIHAK KESATL



(1)

(2)

(1)

(2)

b PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan

pemangku kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Paszal 13

Perjanjian Kena Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk

pejgbat sebagal penanggung jawab sesual dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
a. PIHAK KESATU menunjuk Sekretars KPU Provinsi Bengkulu; dan
b.  PIHAK KEDUA menunjuk:

1.

=]

Karoops Polda Bengkulu, terkait pelibatan personel dalam rangkaian
pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di
Provinsi Bengkulu,

Dirintalkam Polda Bengkulu, terkait fungsi intelijen dan pengamanan
tertutup;

Dirreskrimum Polda Bengkulu, terkait dengan penegakan hukum;
Dirdantas Polda Bengkulu, terkait pengawalan/PJE;

Dirbinmas Polda Bengkulu, terkat pembinsan dan  pemolisian
masyarakat/polmas;

Dirsamapta, Dirpamoovit dan Dansatbrimob Polda Bengkulu, terkait
pengamanan terbuka; dan

Kabidkum Polda EBengkulu, terkait perumusan dan penyusunan

peraturan teknis serta pembernan pendapat hukum.

BAE VIl
MONITORING DAN EVALLASI
Pasal 14

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

Perjanpan Kera Sama melalui perfemuan secara berkala dalam bentuk forum

koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesspakatan.

Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus seqera diselesaikan oleh PARA
PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental



(2]

(4)

(3)

(6)

(7]
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BAB Vi
HAK DAM KEWAJIBAN
Pasal 15

PIHAK KESATU berhak mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk

pengamanan tertutup dan terbuka serta pengawalan yang ditujukan terhadap

setiap potensi ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Pemilinan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU terkait

dengan pengamanan tertutup dan  lerbuka serta pengawalan pada

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tabhun 2024 di

FProvins: Bengkulu.

Hak PARA PIHAK adalah:

g. mendapatken data dan/atau informasi secara terulis dalam bentuk manual
danfatau elekironik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam
Fenyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di
Provinsi Bengkulu meliputi data danfatau informasi yang dibutubkan untuk
pelaksanaan Perjanjian Karja Sama ini.

b. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka
sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dengan
mengajukan permintaan secara tertulis.

memanfaatkan sumber daya manusiz yang dimiliki dalam rangka sinergitas

pelaksanaan fugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu

PIHAK KE3SATU berkewajiban melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak

pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyalenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan Penanganan dugaan tindak pidana di

luar findak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (%) yang

dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban PARA PIHAK adalah:

a menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data danfatau

informasi  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan serfa dilarang
memberikan kepada Pihak lan tanpa persetujuan PARA PIHAK,



L1i=

b. saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan peraturan
teknis ferkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilinan
serentak Tahun 2024 d Provina Bengkulu.

¢. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Serentak Tahun 2024

BAB |X
FPEMBIAY AAN
Pasal 17

Segala biaya yvang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK =secara proporsional sesuai tugas

dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaran pemilinan umum
dan pemilihan serentak tahun 2024,

(1)

(2]

(3)

(4]

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 18
Sosialisasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan cleh PARA PIHAK guna
diketahwu dan dilaksanakan, dan dapat dilakukan secara sendiri-sendin ataupun
secara bersama-sama.
Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat membentuk
tim secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendir.
PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan FPerjanjian
Kerja Sama ini secara herkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
Apabila dikemudian han terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini, skan diselesaikan oleh PARA PIHAK secars
musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kesatu
Pasal 19
ADDEMNDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan,

akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

yang merupakan saiu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama

ini.
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Bagian Kedua
Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK zepakat untuk menyelesakan segala perbedaan pendapat daniatau

perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara

musyawarah umtuk mufakat.

(1)

(2)

{3}

(1)

(2]

(2

Bagian Ketiga
Pasal 21
MASA BERLAKU
Parjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lma) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani cleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesual dengan kebutuban berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebib dahulu dilakukan koordinasi selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berakunya Perjanjian Kerja
Sama.
Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri zebelum masa berdaku sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dengan ketertuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri
Penanjian Kerja Sama wajib membentahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada PIHAK lainnya.

Bagian Keempat
Fasal 22
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dibebaskan dan segala sanksi atau fanggung jawab yang
disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan
wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA vang bersifat force mapsure yang
selanjuinya dalam Penanjian Kera Sama ini disebut sebagal keadaan kahar (force
majeLrea).
Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeurs) meliputi namun tidak
terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidermi, situasi politik dan keamanan
di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, hure-hara, dan
adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang
berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis
disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 {tujuh kali dua puluh empat) jam sejak
terjadinga keadaan kahar [force majeure).
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Pasal 23
KORESPONDENSI
(1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk
masing-masing wakilinya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut
PIHAK KESATU
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu
Email . prov_bengkulu@kpu.go.id
Alamal : Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu kode pos 38221
PIHAK KEDUA
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan Operasi Biro Operasi Polda Bengkulu
Email . biro.operasi. polda. beng kului@gmail.com
Alamat  Jalan Adam Malik KM S Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading
Cempaka, Kata Bengkulu. kode pos 38229
(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK. vyang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk
membentahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

PENUTUP
Peranjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua), masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangam oleh PARA
PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermierai cukup 1 {satu)
rangkap untuk PIHAK KESATU dan 7 (satu) rangkap uniuk PIHAK KEDUA.

IRWAN SAPUTRA, S.Ag. MM. koo
KETUA KPU PROVINSI BENGKULU
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